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Tahan UP=Blunder

BENGKULU - Penyidik dari Kejaksaan Agung.
(Kejagung) serius mengusut kasus insentif upah
pungut (UP) pajak tahun 2017. Rencananya mereka
turun langsung ke Bengkulu, Selasa (19/2) meminta
Klarifikasi enam ASN Unit Pelayanan Pendapatan
Provinsi (UPPP) di Kejati Bengkulu untuk melaku-
kan pendalaman,

Sambungan dari halaman 1

Sumber terpercaya RB di Kejati
membenarkan tentang rencana pe-
meriksaan saksi yang akan dilaku-

' kan oleh penyidik dari Kejagung di
kejati. “Kita (kejati) hanya menyia-
pkan atau memfasilitasi tempat saja

karena akan diperiksa di sini (kejati).’

Kasusnya ditangani oleh kejagung,”
ujar sumber RB di Kejati, kemarin.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus)
Kejati Bengkulu Hendri Nainggolan,
SH, MH saat dikonfirmasi tentang
rencana penyidik Kejagung yang
akan melakukan pemeriksaan terkait
kasus UP di Kejati mengaku belum
tahu. “Kalau saya tahu pasti saya ka-
sih tahu teman-teman wartawan, ti-
dak saya tutup-tutupi,” ujarnya.

Pengamat Hukum Pidana Unihaz,
Nediyanto, SH, MH menanggapi ma-
salah UP ini menilai bahwa memang

- ada tindak pidana di dalamnya. Se-

bab ada indikasi pelanggaran tidak
melaksanakan kewajiban membayar
hak ASN, ada ada indikasi pelang-
garan menyalahgunakan kewenan-
gan. Artinya menahan UP membuat
blunder atau “kesalahan”’

“Jadi kalau saya perhatikan, pergub

nomor 73 kan sudah dicabut. Arti-
nya kewajiban BPKD harus mem-
bayar UP kepada ASN yang berhak.
Mereka (Pihak mendapat,red) yang
dibayar itu sudah melaksanakan tu-
gasnya apa tidak,” ujar Nediyanto.
Harusnya, kata Nediyanto ASN
yang benar-benar bekerja melaku-
kan pemungutan pajak itulah yang

lebih berhak menerima insentif UP.

Menurut dia lebih baik anggaran UP
itu dikembalikan semuanya ke kas
daerah daripada hanya dibayarkan
kepada sebagian pihak yang belum
tentu melakukan tugasnya untuk
mendapatkan UP.

“Kalau pengawas tidak bekerja, me-
reka tidak berhak menerima. Apalagi
kalau ada dugaan tidak ada pertang-
gungjawaban penerimaan. Ini saya
perhatikan hampir sama dengan
kasus RSUD MYunus Bengkulu ten-
tang honor dewan pembina,” kata
Nediyanto. 3

Kalau ternyata pengawas tidak me-
lakukan tugasnya sebagai pengawas
dalam hal keuangan daerah dan

. terkait kegiatan pemungutan pajak,

maka tidak berak menerima insen-
tif UP. “Menurut saya itu juga harus
diusut. Kalau mereka menerima UP
tapi tidak melakukan kewajiban, ti-
dak tahu kapan mereka melakukan
pengawasan, bagaimanalaporannya,
bagaimana cara mereka melakukan
pengawasan, itu penyalahgunaan
kewenangan,” jelas Nediyanto.

| telpon.
Salah satu Tim UPPP Lebong yang

Sementara itu, mantan Kepala
BPKD Provinsi Bengkulu Heru Su-
santo belum bisa dikonfirmasi. RB

- mencoba menghubungi nomor han-

dphonennya yang aktif berulang kali.
Namun hingga tadi malam ia tidak
merespon alias tidak mengangkat

gelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Provinsi Bengkulu, Rofiq Sumantri
mengetahui Kejagung sudah mulai
lidik kasus ini. “Selasa itu informasi-
nya ada 6 orang yang diperiksa dan
dimintai klarifikasi. Kasus ini seper-
tinya sudah lidik, karena klarifikasi
itu bagian dari lidik,” kata Rofiq.
Namun ia belum: dapat informasi
tentang pemanggilan pejabat terkait
seperti Heru Susanto (Mantan Kepa-
la BPKD) atau mantan Karo Hukum
Mukhlisin. “Mungkin nanti dipanggil
dan diperiksa juga. Kenapa Karo Hu-
kum memungkinkan dipanggil juga
karena ini terkait juga dengan pro-
duk hukum yang dikeluarkan yakni
Pergub Nomor 73 itu,” ujar Rofiq.
Dikatakan Rofiq, dalam Pergub
73 tahun 2017 itu ada pasal 7 ayat 4
mengatur pilihan antara Tambahan
Pengasilan Pegawai (TPP) atau UP.
Menurut Rofig, kata-kata “atau” da-

" lam pergub itu bertentangan dengan

azas-azas pemerintahan yang baik.
Dan bertentangan dengan kepastian
hukum. ;
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“Jadi dalam pergub 73 itu tidak bo-
leh ada kata pilihan seperti “atau”
karena pergub itu sudah mengatur
protokol regulasi yang lebih bersifat
teknis operasional. Bukan ketentuan
norma yang masih bersifat abstrak.
Harus sudah sangat detil,” terangnya.

Lagipula, Pergub Nomor 73 itu su-
dah dibatalkan setelah direvisi den-
gan Pergub nomor 52 tahun 2017
yang menghilangkan pasal 7 ayat
4 tersebut. “Dihilangkan kata atau
menjadi dan. Jadi, dengan adanya
pergub 52 itu sebagai legal stan-
ding tindak lanjut dari UU nomor
28 tahun 2009, PP nomor 69 tahun
2010 dan SE Kemendagri nomor
973/2593/KEUDA dan SK Gubernur
nomor P.343.BPKD tahun 2017 ba-
hwa UP dapat diberikan untuk tim
teknis pemungut pajak daerah dan
restribusi daerah,” papar Rofiq.

- Iamelanjutkan, kalau Pergub 73 su-
dah dibatalkan, artinya konsekwen-
sinya pergub 73 tersebut tidak berla-
ku lagi. Artinya pihak pembuat per-
gub 73 sudah mengakui kesalahan,
kekeliruan dan mengkadaluarsa-
kan pergub 73 itu sehingga seluruh
ASN teknis pemungut pajak sudah
mendapatkan payung hukum untuk
mendapatkan UP.

“Jadi perbuatan (mantan,red) Kepa- '

la BPKD (Heru,red) yang sengaja me-
nahan atau tidak membayarkan UP
untuk tahun 2017 diduga sudah me-
rupakan perbuatan melawan hukum.
Karena bertentangan UU, PP dan SE
Mendagri. Harusnya UP untuk tim tek-
nis sudah bisa dibayarkan setelah per-
gub 73 khusus pasal 7 ayat 4 itu direvisi
dengan Pergub 52. Karena anggaran

untuk membayarkan UP itu sudah ada
di dalam APBD 2017 sebesar Rp 13 mi-

liar, kata Rofiq.

Menurut Rofig, pada mekanisme
pembayaran, tugas dan kewenangan
kepala BPKD itu sebagai bendahara

umum daerah tidak bisa melalkukan

Tahan UP=Blunder

tindakan menahan UP.

“Di Kemendagri juga sudah rapat
tanggal 15 Januari lalu membahas
soal ini. Tapi argumentasi yang di-
kemukakan oleh Pak Heru masih

menggunakan argumentasi yang '

lama bahwa katanya kami lebih me-
milih TPP” tambah Rofiq:

Sementara itu, menyikapi pengu-
sutan yang dilakukan oleh Kejaksa-
an Agung RI terkait dengan tidak di-
bayarkannya UP pajak, tahun 2017
mendapatkan respon dari anggota
DPRD Provinsi Bengkulu, Helmi Pa-
man. Dia menjelaskan, penyidik Ke-
jagung silakan saja melakukan pen-
gusutan dengan meminta klarifikasi
pada sejumlah pihak terkait dengan
itu. Sehingga bisa diketahui ada atau
tidak pelanggaran hukum dengan
permasalahan pokok yang tengah
diselidiki. “Kalau ada permasalahan
hukum, kemudian itu merugikan
Negara ya harus diproses,” terang-
nya. :

Tetapi jika upah pungut itu tidak
dibayarkan, dengan alasan yang je-
las sesuai dengan perturan yang ber-
laku, maka ini akan menjadi pertim-
bangan. Semisalnya uang UP ini ti-
dak dibayarkan dan masih berada di
kas daerah, tidak ada kerugian Nega-
ra di dalamnya. Tetapi jika uang ini
dicairkan dari kas daerah kemudian
diselewengkan tentu ini menjadi ke-
rugian Negara. “Kalau memang tidak

- dicairkan dari kas daerah ini masuk

pada administratif’ katanya.

Selain itu juga nantinya penyidik
bisa mengklarifikasi pada pihak ter-
kait dasar hukum tidak dibayarnya
TPP tersebut. Sebab beberapa waktu
sebelumnya pemerintah mengelu-
arkan kebijakan terkait pembaya-
ran tambahan penghasilan pegawai
(TPP). Sehingga jika TPP dibayar-
kan, kemudian UP dibayar, mungkin
pengelola uang daerah ini khawatir
terjadi tumpang tindih dalam penya-

- luran jenis insentif tambahan untuk

para PNS ini. “Penyelidik tentu akan
mendalamiini,” tersebut.

Dia mengatakan insentif UP ini
untuk merangsang para petugas
pemungut pajak untuk bekerja le-
bih semangat dalam menagih pa-
jak pada wajib pajak. Kemudian ada
TPP yang juga merupakan insentif
bagi pegawai. “Apakah para petugas
pemungut pajak ini menerima juga
TPP. Nah ini mungkin dicari dulu.
Sebab pengelola uang negara mere-
ka tidak gegabah. Sebab uang nega-
ra itu sensitif kalau ada penyimpan-
gan kena masalah,irukum. Sehingga
mereka lebih berhati-hati,” terang-
nya. i ‘

Sementara itu Asisten III Pemda
Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto
mengatakan kalau dia belum men-
getahui jika ada ASN UPPP yang
akan dipanggil penyidik dari Kejak-
saan Agung terkait. Sehingga dia ti-
dak bisa memberikan keterangan le-
bih lanjut. “Saya belum tahu soal itu.
Karena saya baru pulang dari Lubu-

\ klinggau,” tutup Gotri(tew/del)



